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ABSTRAK

DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN
INFORMASI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH

DI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Oleh

FIRDA NI’MATUL CHUSNA

Penelitian ini menguji dan menganalisis determinan tingkat pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran daerah di website pemerintah daerah. Faktor-

faktor yang menentukan pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah

dalam penelitian ini difokuskan pada ukuran pemerintah daerah, kondisi

keuangan, tingkat ketergantungan, kemakmuran daerah dan tipe pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan sampel 118 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota

di Indonesia yang menyajikan informasi pengelolaan anggaran daerah menurut

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012. Dari lima variabel

independen yang diuji dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang

memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi

pengelolaan anggaran daerah di website yaitu ukuran pemerintah daerah dan tipe

pemerintahan. Variabel kondisi keuangan, tingkat ketergantungan dan

kemakmuran daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran di website pemerintah daerah.

Kata kunci: pengungkapan, informasi pengelolaan anggaran daerah, website



ABSTRACT

DETERMINANT OF DISCLOSURE LEVEL

IN THE BUDGET MANAGEMENT INFORMATION

OF THE LOCAL GOVERNMENT WEBSITE

By

FIRDA NI’MATUL CHUSNA

This study examines and analyzes the determinants of the disclosure level in the

budget management of the local government website. Factors that determine local

budget management disclosure in this study focused on the size of the local

government, financial condition, the level of dependency, the prosperity of the

area and the type of government. This study used a sample of 118 provincial,

regency and city in Indonesia serving local budget management information

according to Minister of Internal Affairs Instruction No. 188.52/1797/SJ/2012. Of

the five independent variables tested in this study, there are two variables that

have a significant impact on the level of information disclosure of local budget

management in the website which is a measure of local governments and the type

of government. Variable financial condition, level of dependency and prosperity

of the region has no effect on the level of disclosure of budget management in the

local government website.

Keywords: disclosure, local budget management information, website
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan-perubahan di bidang

pengelolaan keuangan negara mulai dari proses perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Pemerintah dituntut

lebih transparan dan dapat meningkatkan akuntabilitasnya dalam pengelolaan

anggaran. Akuntabilitas dan transparansi merupakan asas yang harus dipenuhi

demi terwujudnya good public governance (KNKG, 2010). Selain peranan

internal, diperlukan juga peranan dari pihak masyarakat dan stakeholder dalam

pengawasan anggaran sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan

dan akuntabel. Masyarakat dan stakeholder berhak untuk mendapatkan informasi

mengenai pengelolaan anggaran dalam rangka pengawasan terhadap anggaran.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam

mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Negara. Undang-undang

No.14 Tahun 2008 pasal 7 menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan,

memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
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dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik harus membangun dan

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi

Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dalam

melaksanakan kewajiban tersebut.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.

188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sebagai

tindak lanjut atas Undang-undang Keterbukaan Publik dalam rangka penyediaan

informasi publik dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran oleh

pemerintah daerah. Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk

menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran

Daerah” dalam website resmi pemerintah daerah dan mempublikasikan dua belas

dokumen pengelolaan anggaran daerah. Instruksi tersebut diperkuat dengan

keluarnya Instruksi Presiden No.7 tahun 2015 tentang  Aksi Pemberantasan dan

Pencegahan Korupsi tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan E-Government dan

keterbukaan informasi kepada publik melalui upaya peningkatan transparansi

pengelolaan anggaran daerah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Ringkasan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD,

Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Ringkasan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan PPKD, Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) SKPD dan PPKD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang

telah diaudit, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.
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Pemerintah daerah diharapkan lebih transparan dan akuntabel dengan

mempublikasikan informasi pengelolaan anggaran melalui internet. Namun,

pemerintah daerah masih banyak yang belum mempublikasikan dokumen-

dokumen anggaran secara lengkap di website resminya. Berdasarkan hasil

rekapitulasi transparansi pengelolaan anggaran daerah 34 provinsi oleh Direktorat

Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per Oktober 2015

diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

di Website Pemerintah Provinsi

Jumlah Item Dokumen Pengelolaan
Anggaran Daerah di Website

Jumlah Pemerintah
Provinsi

12
9-11
5-8
1-4
0

12
5
3
3
11

Total 34

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri, Oktober 2015

Dari 34 pemerintah provinsi, terdapat 12 pemerintah provinsi yang secara lengkap

memuat dokumen pengelolaan anggaran di website resminya sesuai dengan

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 yaitu Aceh, Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi

Selatan. Lima pemerintah provinsi memuat dokumen pengelolaan anggaran

sebanyak sembilan sampai sebelas item yaitu Jambi, Bangka Belitung,

Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat sedangkan tiga
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pemerintah provinsi memuat sebanyak lima sampai delapan item yaitu

Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tiga pemerintah

provinsi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara

mengungkapkan satu sampai empat item dokumen. Masih terdapat sebelas

pemerintah provinsi yang belum mengungkapkan dokumen pengelolaan anggaran

sesuai instruksi tersebut yaitu Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat,

dan Kalimantan Utara.

Penabulu Alliance, yang merupakan organisasi non pemerintah dan bergerak

dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi informasi publik, melakukan

pengamatan pada website pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan Instruksi

Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ/2012 pada bulan Juli sampai dengan

Agustus 2014 terhadap 434 pemerintah kabupaten/kota. Hasil pengamatan

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Ketersediaan Menu Konten Transparansi Pengelolaan

Anggaran Daerah di Website Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian Jumlah pemerintah
kabupaten/kota

Menyediakan menu konten Transparansi
Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan
memuat informasi anggaran di website

123

Menyediakan menu konten Transparansi
Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) tetapi
tidak memuat informasi anggaran di website

143

Tidak menyediakan menu konten
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
(TPAD) di website

168

Jumlah website yang diamati 434

Sumber: Penabulu Alliance, 2014
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Tabel 1.3
Rekapitulasi Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah

di Website Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Item Dokumen Pengelolaan
Anggaran Daerah Tahun 2013 di Website

Jumlah Pemerintah
Kabupaten/Kota

12
7-11
1-6
0

1
12
58
28

Total 123

Sumber: Penabulu Alliance, 2014

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat 123 website yang menyediakan menu

konten dan memuat informasi pengelolaan anggaran, sedangkan 143 website

hanya menyediakan menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran, tetapi

tidak memuat informasi pengelolaan anggaran di dalamnya. Sementara itu, 168

website tidak menyediakan menu konten tersebut. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa

dari 123 website yang menyediakan menu konten transparansi pengelolaan

anggaran dan memuat informasi pengelolaan anggaran, hanya 1 website yang

menyediakan informasi tahun 2013 secara lengkap. Sementara itu, dari total 12

item dokumen pengelolaan anggaran yang harus disediakan, 12 website

menyediakan informasi sebanyak 7 sampai dengan 11 item, 58 website

menyediakan informasi sebanyak 1 sampai dengan 6 item, dan 52 website tidak

menyediakan informasi pengelolaan anggaran tahun 2013 (www.interface.or.id).

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat heterogenitas di antara pemerintah

daerah yaitu informasi pengelolaan anggaran di internet diungkapkan  bervariasi

mulai dari  yang paling sedikit hingga yang paling lengkap. Selain itu, data

tersebut mengindikasikan transparansi informasi pengelolaan anggaran

pemerintah daerah melalui website masih rendah.
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Penelitian di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan

akuntabilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mempublikasikan laporan

keuangan di internet (Laswad dkk, 2005). Styles dan Tennyson (2007)

menyatakan bahwa internet merupakan media yang saat ini mudah dijangkau oleh

masyarakat dan paling cost effective bagi pemerintah untuk menyebarluaskan

informasi kepada masyarakat. Penggunaan website dan teknologi informasi ini

merupakan salah satu penerapan e-government. Penerapan e-government dapat

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap

informasi publik.

Laswad dkk. (2005) meneliti determinan pengungkapan Internet Financial

Reporting (IFR) oleh pemerintah daerah di New Zealand dengan menggunakan

variabel independen kompetisi politik, ukuran, kemakmuran, leverage, press

visibility, dan tipe pemerintahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

kemakmuran, leverage, press visibility dan tipe pemerintahan berhubungan

dengan praktik IFR pemerintah daerah di New Zealand. Garcia dan Garcia (2010)

meneliti determinan pengungkapan informasi keuangan pemerintah Spanyol

melalui internet dan menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah, investasi

dan kompetisi politik berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan

sedangkan press visibility berhubungan negatif.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang

menentukan pengungkapan informasi keuangan di sektor publik. Namun,

penelitian-penelitian tersebut belum memberikan hasil yang konsisten. Penelitian

yang dilakukan oleh Yu (2010) dan Garcia dan Garcia (2010) menemukan
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hubungan positif antara ukuran pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan

informasi keuangan, sedangkan Laswad, dkk. (2005) tidak menemukan adanya

hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan pengungkapan laporan

keuangan di internet.

Giroux dan McLelland (2003) menemukan bukti bahwa kondisi keuangan

pemerintah daerah berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi

keuangan pemerintah. Penelitian Styles dan Tennyson (2007) menunjukkan

bahwa pemerintah dengan kondisi keuangan yang lebih baik akan semakin tinggi

aksesibilitas pengungkapan informasi keuangan berbasis internet. Hasil tersebut

berbeda dengan penelitian Yu (2010) yang tidak menemukan bukti adanya

pengaruh kondisi keuangan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan

pemerintah di website.

Robbin dan Austin (1986) menyatakan bahwa pendapatan intergovernmental

merepresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Tingkat

ketergantungan yang tinggi akan cenderung meningkatkan pengungkapan

keuangan. Robbin dan Austin (1986) menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang signifikan antara ketergantungan dan kualitas pengungkapan laporan

keuangan pemerintah daerah di Amerika Serikat sedangkan Martani dan Liestiani

(2012) tidak menemukan hubungan antara tingkat ketergantungan dan

pengungkapan laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Beberapa peneliti menguji hubungan antara kemakmuran daerah dengan

pengungkapan pemerintah dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Robbin dan

Austin (1986) dan Giroux dan McLelland (2003) tidak menemukan hubungan
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antara pendapatan per kapita dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah.

Ho (2002) dalam Bolivar, dkk (2013) menemukan bukti bahwa kota dengan

pendapatan per kapita yang lebih rendah cenderung memiliki permintaan layanan

berbasis web yang lebih rendah. Laswad, dkk (2005) dan Styles dan Tennyson

(2007) menemukan bukti bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan per kapita

yang lebih tinggi akan lebih besar kemungkinan menyajikan informasi keuangan

di websitenya.

Laswad dkk. (2005) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan internet financial

reporting di daerah setingkat kabupaten masih rendah jika dibandingkan dengan

provinsi. Hal ini mungkin dikarenakan tingkat masyarakat dalam mengakses

internet yang masih kurang. Penelitian Yu (2010) memberikan bukti bahwa tipe

pemerintahan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan pemerintah.

Masih rendahnya tingkat transparansi informasi pengelolaan anggaran daerah

menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai determinan apa

saja yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi

pengelolaan anggaran daerah di website. Belum konklusifnya hasil penelitian-

penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk menggunakan variabel-

variabel penelitian sebelumnya mengenai pengungkapan pemerintah yaitu ukuran

pemerintah daerah, kondisi keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan

pemerintah daerah, kemakmuran daerah dan tipe pemerintahan. Berdasarkan

uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Determinan Tingkat Pengungkapan Informasi Pengelolaan Anggaran

Daerah di Website Pemerintah Daerah.”
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1.2 Rumusan Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi pengelolaan anggaran

daerah di website pemerintah daerah. Faktor-faktor penentu pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran daerah dalam penelitian ini difokuskan pada

ukuran daerah, kondisi keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan,

kemakmuran daerah dan tipe pemerintahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan informasi

pengelolaan anggaran daerah di website pemerintah daerah dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya dengan menggunakan variabel ukuran daerah, kondisi

keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah,

kemakmuran, dan tipe pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi

Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi pengelolaan anggaran

yang terbuka kepada masyarakat melalui website.

b. Bagi stakeholder, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat

transparansi informasi pengelolaan anggaran daerah melalui penerapan

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012.
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c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian

mengenai transparansi anggaran selanjutnya dan menambah referensi

penelitian di sektor publik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori yang Mendasari

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkesinambungan mencari

cara  untuk meyakinkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam batasan-

batasan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga organisasi

tersebut berusaha meyakinkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh organisasi

dipedulikan oleh pihak-pihak luar (Deegan, 2000). Legitimasi dapat dikatakan

sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup

(Asforth dan Gibs, 1990 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Legitimasi organisasi

dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari

masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007).

Menurut Deegan  (2000), teori legitimasi meyakini suatu gagasan bahwa

terdapat ”kontrak sosial” antara organisasi dengan lingkungan  tempat

organisasi beroperasi. Konsep ”kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan

harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam

melakukan aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat

bersifat implisit dan eksplisit. Deegan (2000) menyatakan bahwa bentuk
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eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk

implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan

legal. Organisasi akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari

bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai

masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menyarankan organisasi untuk

meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja organisasi tersebut dapat diterima oleh

masyarakat.

Teori legitimasi juga dapat menjelaskan hubungan antara pemerintah daerah dan

masyarakat. Semangat reformasi birokrasi khususnya di bidang keuangan telah

mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk turut serta mengawasi kinerja

pemerintah. Dampak dari perubahan tersebut adalah harapan masyarakat untuk

memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam

mengelola keuangan. Jika menggunakan pendekatan teori legitimasi, pemerintah

daerah harus dapat beradaptasi dan berubah untuk memenuhi harapan

masyarakat tersebut. Pemerintah daerah dikatakan efektif apabila dapat bereaksi

dengan cepat terhadap perubahan yang menjadi perhatian.

Hal ini sejalan dengan Deegan (2000) yang menyatakan bahwa organisasi harus

beradaptasi dengan harapan masyarakat jika  ingin sukses. Aktivitas dan kinerja

pemerintah daerah dapat diterima oleh masyarakat dengan memenuhi harapan

masyarakat. Pemerintah daerah dapat memenuhi harapan masyarakat akan

transparansi salah satunya dengan mengungkapan informasi pengelolaan

anggaran di internet. Cara ini dianggap tepat mengingat strategi yang dapat

dilakukan untuk melegitimasi aktivitas suatu organisasi ialah dengan strategi
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komunikasi (Dowling dan Preffer dalam Deegan, 2000). Oleh karena itu,

pemerintah daerah akan   cenderung untuk mengungkapkan informasi

pengelolaan anggaran di internet dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

2.1.2 Teori Regulasi

Teori regulasi disampaikan oleh Stigler (1971) yang mengatakan bahwa aktivitas

seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari

kelompok berkepentingan (eksekutif/industri) sebagai sisi permintaan/demand dan

legislatif sebagai supply. Teori ini berpendapat bahwa dibutuhkan aturan-aturan

atau ketentuan dalam akuntansi. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk

mengatur ketentuan-ketentuan terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah

daerah untuk menentukan informasi. Ketentuan diperlukan agar semuanya baik

pemakai maupun penyaji mendapatkan informasi yang sama dan seimbang.

Menurut Scott (2009) terdapat dua teori regulasi yaitu public interest theory dan

interest group theory. Public interest theory menjelaskan bahwa regulasi harus

dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dan interest group theory menjelaskan

bahwa regulasi adalah hasil lobi dari beberapa individu atau kelompok yang

mempertahankan dan menyampaikan kepentingan mereka kepada pemerintah.

Pendekatan teori kepentingan publik dalam sektor publik yaitu legislatif membuat

peraturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik/masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.

188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sebagai

tindak lanjut atas Undang-undang Keterbukaan Publik dalam rangka penyediaan
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informasi publik dan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran oleh

pemerintah daerah. Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk

menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran

Daerah” dalam website resmi pemerintah daerah dan mempublikasikan 12

dokumen pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat

mendapat informasi tentang pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan.

2.1.3 Pengungkapan (Disclosure)

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengklasifikasikan tiga tingkat dari

pengungkapan sebagai berikut:

a. Pengungkapan memadai (adequate disclosure) adalah tingkat minimum

yang harus dipenuhi agar statement keuangan secara keseluruhan tidak

menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah.

b. Pengungkapan wajar (fair or ethical disclosure) adalah tingkat yang

harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan

informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang

mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang

diuntungkan posisinya.

c. Tingkat penuh (full disclosure) menuntut penyajian secara penuh semua

informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan

pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan

informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela

adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan
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oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

Menurut Suwardjono (2005), secara umum tujuan dari pengungkapan (disclosure)

adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan

pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki

kepentingan yang berbeda-beda. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan

informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari

pengguna. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang

dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan

pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan

berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan

secara rinci.

2.1.4 Pengungkapan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah di Internet

Pasal 7 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/

atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk

mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan

mudah.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.

188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang

bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik
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yang transparan mengenai pengelolaan anggaran daerah. Instruksi Menteri Dalam

Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk

menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran

Daerah” dalam website resmi Pemerintah Daerah. Instruksi tersebut diperkuat

dengan keluarnya Instruksi Presiden No.7 tahun 2015 tentang  Aksi

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan E-

Government dan keterbukaan informasi kepada publik melalui upaya peningkatan

transparansi pengelolaan anggaran daerah dimana ukuran keberhasilan aksi

tersebut adalah terpublikasinya 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah melalui

website masing-masing pemerintah daerah.

Website pemerintah daerah harus menyediakan informasi pengelolaan anggaran

yang terdiri dari 12 dokumen yaitu (1) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah, (2) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (4) Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (5) Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (6) Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (7) Ringkasan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, (8) Ringkasan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (9)

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, (10) Laporan

Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (11) Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang telah diaudit, dan (12) Opini Badan Pemeriksa Keuangan

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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2.2. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengungkapan informasi

keuangan pemerintah di internet dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Laswad dkk. (2005) menguji pengaruh kompetisi politik, ukuran pemerintah,

leverage, kemakmuran daerah, press visibility dan tipe council terhadap praktik

Internet Financial Reporting (IFR) oleh pemerintah daerah di New Zealand. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa leverage, kemakmuran daerah, press visibility,

dan tipe council memiliki pengaruh terhadap praktik IFR.

Penelitian Styles dan Tennyson (2007) bertujuan untuk mengetahui ketersediaan

dan aksesibilitas Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) pemerintah

daerah Amerika Serikat di internet. Styles dan Tennyson (2007) menggunakan

ukuran pemerintah daerah, struktur pemerintahan, kualitas pengungkapan

akuntansi, pendapatan per kapita, hutang, dan kondisi keuangan sebagai variabel

independen. Penelitian tersebut menemukan bukti bahwa aksesibilitas data

keuangan yang dilaporkan di internet berhubungan positif dengan ukuran

pemerintah daerah, pendapatan per kapita, tingkat hutang dan kondisi keuangan

pemerintah daerah.

Gandia dan Archidona (2007) meneliti hubungan antara pengungkapan informasi

keuangan di website pemerintah daerah Spanyol dengan kompetisi politik,

kemakmuran pemerintah daerah, leverage, visibilitas media publik, serta akses

teknologi dan pendidikan. Temuan penelitian tersebut yaitu kompetisi politik,
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visibilitas media publik serta akses teknologi dan tingkat pendidikan berhubungan

positif dengan pengungkapan informasi keuangan di website.

Serrano dkk. (2008) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi e-disclosure

pemerintah daerah di Spanyol dengan menggunakan variabel independen ukuran,

pendanaan oleh pasar, kondisi keuangan, faktor politik, e-government, internet

visibility, kemakmuran masyarakat, dan kultur masyarakat. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa ukuran, faktor politik, dan tingkat pendapatan masyarakat

berhubungan positif dengan e-disclosure. Penelitian Garcia dan Garcia (2010)

menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, leverage, investasi modal, dan

kompetisi politik berhubungan positif dengan pelaporan informasi akuntansi

secara online oleh pemerintah daerah di Spanyol.

Yu (2010) melakukan penelitian tentang pengungkapan informasi keuangan

berbasis internet di pemerintah daerah China. Faktor-faktor yang diduga

berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan berbasis internet dalam

penelitian tersebut yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan per residen,

kondisi keuangan, kemakmuran, dan tipe pemerintahan. Penelitian tersebut

menemukan hubungan positif antara ukuran pemerintah daerah, pendapatan per

residen, dan tipe pemerintah dengan tingkat pengungkapan informasi keuangan

berbasis internet.

Penelitian Bolivar dkk. (2013) bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci

yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan publik. Penelitian

tersebut menggunakan tehnik meta-analysis terhadap penelitian-penelitian

tentang pengungkapan pemerintah dari tahun 1983- 2010 untuk mengidentifikasi
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faktor-faktor yang paling berpengaruh dan insentif dalam transparansi informasi

dan tanggung jawab publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi

keuangan, transfer dan dana yang diterima dari organisasi publik lain, kompetisi

politik, ukuran organisasi publik dan tingkat pendapatan masyarakat

berhubungan positif dengan pengungkapan informasi publik.

2.2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Giroux (2003) dalam Yu (2010), pada umumnya, pemerintah daerah

yang berukuran besar akan menanggung akuntabilitas yang lebih besar sehingga

permintaan terhadap informasi keuangan pemerintah meningkat. Dengan

demikian, pemerintah daerah yang berukuran besar akan menyajikan lebih banyak

informasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi keuangannya untuk

memenuhi permintaan pengguna informasi (Styles dan Tennyson, 2007). Menurut

pendekatan teori legitimasi, pemerintahan daerah tersebut akan cenderung untuk

mengadopsi berbagai metode pengungkapan karena kebutuhan untuk

pengungkapan yang lebih besar oleh pemerintahan daerah yang besar. Internet

cenderung menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi pemerintahan daerah

yang cakupan otoritasnya besar. Manfaat dari pengungkapan melalui internet

cenderung akan meningkat sesuai dengan ukuran (Debreceny dkk., 2002;

Pirchegger dan Wagenhofer, 1999 dalam Laswad dkk., 2005).

Serrano, dkk (2008) meneliti pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap e-

disclosure di Spanyol. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh positif antara ukuran pemerintah daerah dengan e-disclosure. Garcia
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dan Garcia (2010) juga menemukan bukti bahwa ukuran pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap pelaporan informasi akuntansi oleh pemerintah

daerah di Spanyol. Yu (2010) melakukan penelitian mengenai pengungkapan

informasi keuangan melalui internet di China. Penelitiannya memberi hasil

bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran pemerintah daerah dengan tingkat

pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan melalui internet.

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan besarnya total

aset seperti yang dilakukan oleh Laswad dkk. (2005). Aset merupakan jumlah

sumber daya yang dimiliki entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas

tersebut. Semakin besar total aset maka semakin besar jumlah sumber daya yang

dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Berdasarkan

penjelasan di atas, hipotesis dalam  penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah di website.

2.2.2.2. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Yu (2010) berpendapat bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah memberikan

sinyal mengenai kemampuan manajemen pemerintah. Sejalan dengan teori

legitimasi, pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang baik akan lebih

banyak mengungkapkan informasi keuangannya sebagai wujud keberhasilan

dalam mengelola pemerintahan. Ketika kondisi keuangan buruk, pemerintah

daerah cenderung enggan menyajikan informasi keuangan di websitenya dan

mengurangi aksesibilitas informasi keuangan pemerintah (Yu, 2010).
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Giroux dan McLelland (2003) menemukan bukti bahwa kondisi keuangan

pemerintah daerah berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan informasi

keuangan pemerintah di Amerika Serikat. Styles dan Tennyson (2007) melakukan

penelitian mengenai ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan tahunan

pemerintah daerah di internet. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang lebih baik akan semakin tinggi

aksesibilitas pengungkapan informasi keuangan melalui internet.

Brown (1993) dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012)

mengembangkan Ten Point Test untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah

daerah di Amerika Serikat. Kondisi keuangan antar pemerintah daerah dilihat

berdasarkan beberapa rasio sederhana yang setiap rasionya terfokus pada empat

aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur

utang. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012) dalam Analisis

Realisasi APBD 2011 melakukan modifikasi terhadap metode ten-point test

tersebut dan menghasilkan sembilan indikator keuangan yang dapat digunakan

dalam menilai kondisi keuangan daerah di Indonesia. Indikator keuangan tersebut

meliputi indikator pendapatan daerah per kapita, indikator rasio pendapatan asli

daerah, indikator rasio ruang fiskal daerah, indikator peningkatan pajak daerah

dan retribusi daerah, indikator kemampuan mendanai belanja daerah, indikator

belanja modal, indikator belanja pegawai tidak langsung, indikator optimalisasi

SiLPA, dan indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah.

Kondisi keuangan dalam penelitian ini dilihat dari salah satu indikator keuangan

menurut Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (2012) yaitu indikator
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rasio pendapatan asli daerah. Rasio pendapatan asli daerah yaitu perbandingan

antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini

menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah.

Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi,

2010:42). Munir dkk (2004:105) menyatakan bahwa ciri utama yang

menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan

keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin baik

kondisi keuangan pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah

daerah dengan kondisi keuangan yang baik akan cenderung lebih banyak

mengungkapkan informasi pengelolaan anggaran daerah untuk menunjukkan

keberhasilan dalam mengelola pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas,

hipotesis dalam  penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2: Kondisi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah di website.

2.2.2.3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Sebagian besar pendapatan pemerintah daerah di Indonesia berasal dari

pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah

untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
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Pemerintah pusat akan memonitor dan mengevaluasi atas penggunaan dana

tersebut untuk belanja daerah. Pemerintah daerah akan berusaha

mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebagai wujud transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah akan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap

pemerintah pusat jika proporsi pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari

pemerintah pusat tinggi. Organisasi yang memiliki tingkat ketergantungan lebih

tinggi akan memiliki tekanan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan (Martani

dan Lestiani, 2012). Menurut pendekatan teori regulasi, Kementerian Dalam

Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012

untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan

memenuhi permintaan informasi anggaran oleh publik. Pemerintah daerah dengan

tingkat ketergantungan yang tinggi akan melaksanakan perintah pemerintah pusat

untuk menyediakan informasi pengelolaan anggaran di website.

Robbin dan Austin (1986) menyatakan bahwa pendapatan intergovernmental

merepresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Tingkat

ketergantungan yang tinggi akan cenderung meningkatkan pengungkapan

keuangan. Robbin dan Austin (1986) menunjukkan bahwa terdapat hubungan

yang signifikan antara ketergantungan dan kualitas pengungkapan laporan

keuangan pemerintah daerah di Amerika Serikat. Ingram dan DeJong (1987) juga

menemukan bahwa proporsi dana pemerintah negara bagian oleh pemerintah

federal dapat meningkatkan pengaruh dan monitoring pemerintah federal terhadap

pengungkapan keuangan pemerintah negara bagian Amerika Serikat.
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Menurut Ingram (1984), rasio pendapatan intergovernmental terhadap total

pendapatan merupakan proksi dari tingkat ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pemerintah pusat. Martani dan Lestiani (2012) menggunakan nilai Dana

Alokasi Umum (DAU) dibagi dengan total realisasi pendapatan sebagai ukuran

tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia. DAU merupakan salah

satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber

dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam  penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut.

H3: Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap

tingkat pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah di website.

2.2.2.4 Kemakmuran Daerah

Kondisi eksternal pemerintah daerah seperti tingkat ekonomi masyarakat dapat

mempengaruhi keputusan untuk mengungkapkan informasi (Yu, 2010). Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah

maka semakin tinggi tingkat partisipasi dalam pengawasan pemerintahan dan

semakin tinggi permintaan informasi keuangan pemerintah (Ingram 1984, Ingram

dan DeJong 1987, dan Giroux dan McLelland 2003). Ketika pendapatan

masyarakat di suatu daerah meningkat, masyarakat berharap untuk mendapatkan

pelayanan yang lebih baik dari pemerintah dan sejumlah informasi untuk

memastikan bahwa pajak yang telah dibayar diterapkan secara efektif (Ingram

1984 dan Giroux dan McLelland 2003 dalam Bolivar, dkk 2013).
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Suatu pemerintahan yang masyarakatnya banyak menggunakan teknologi

informasi membentuk lingkungan yang menstimulasi pemerintah daerah untuk

meningkatkan layanan dan informasi melalui internet. Semakin besar proporsi

pengguna internet, maka semakin besar potensi masyarakat dalam menggunakan

layanan internet untuk memperoleh informasi keuangan (Serrano. 2008). Dengan

demikian, semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat maka semakin besar

kecenderungan masyarakat menggunakan internet sehingga lebih memungkinkan

pemerintah daerah dengan pendapatan per kapita tinggi untuk menyajikan

informasi keuangan pemerintah di website dalam rangka meningkatkan

transparansi pengelolaan pemerintahan (Yu, 2010). Sejalan dengan teori

legitimasi, pemerintah daerah akan berusaha untuk memenuhi harapan masyarakat

akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ho (2002) dalam Bolivar, dkk (2013) menemukan bukti bahwa kota dengan

pendapatan per kapita yang lebih rendah cenderung memiliki permintaan layanan

berbasis web yang lebih rendah. Laswad, dkk (2005) dan Styles dan Tennyson

(2007) menemukan bukti bahwa pemerintah daerah dengan pendapatan per kapita

yang lebih tinggi akan lebih besar kemungkinan menyajikan informasi keuangan

di websitenya. Dengan demikian, semakin besar kemakmuran daerah akan

mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan informasi

pengelolaan anggaran daerah secara lengkap di websitenya. Berdasarkan

penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H4: Kemakmuran daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran daerah di website.
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2.2.2.5. Tipe Pemerintahan

Laswad dkk. (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh tipe pemerintahan

terhadap internet financial reporting pemerintah daerah di New Zealand. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa di daerah setingkat kabupaten, pelaporan

keuangan melalui internet masih rendah jika dibandingkan dengan daerah

perkotaan. Hal ini dikarenakan tingkat masyarakat dalam mengakses internet yang

masih kurang jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Yu (2010) membuktikan bahwa tipe pemerintahan berpengaruh positif terhadap

tingkat pengungkapan pemerintah di China. Semakin tinggi level pemerintahan

maka semakin luas informasi keuangan yang akan diungkapkan. Dalam konteks

teori legitimasi, pemerintah daerah yang levelnya tinggi akan banyak mendapat

sorotan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga semakin besar tuntutan

untuk mengungkapkan informasi keuangan dalam rangka memenuhi akuntabilitas

dan transparansi kepada publik.

Pemerintah provinsi mempunyai struktur pemerintahan yang lebih kompleks

dibandingkan pemerintah kabupaten atau kota. Kompleksitas pemerintah provinsi

dapat dilihat dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang umumnya

lebih banyak dari pemerintah kapubaten atau kota. Semakin kompleks suatu

pemerintahan akan menyebabkan tuntutan pengungkapan yang lebih lengkap. Selain

itu, pemerintah provinsi menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota di bawahnya

sehingga tanggung jawab untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi menjadi

lebih besar.
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Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut.

H5: Tipe pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran daerah di website.

2.3. Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis, determinan-determinan yang berhubungan

dengan tingkat pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah di website

pemerintah daerah dapat digambarkan dalam suatu model seperti berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

Ukuran (+)

Tingkat Pengungkapan
Informasi Pengelolaan

Anggaran Daerah

Kondisi Keuangan (+)

Kemakmuran (+)

Tipe Pemerintahan (+)

Tingkat Ketergantungan (+)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah

purposive sampling yaitu menentukan sampel dari populasi yang memenuhi

kriteria tertentu. Sampel penelitian diambil dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki website resmi yang dapat diakses

2. Website resmi pemerintah daerah menyediakan konten “Transparansi

Pengelolaan Anggaran Daerah”

3. Website resmi pemerintah daerah memuat minimal 1 dokumen

pengelolaan anggaran tahun 2014 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam

Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012

3.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder adalah sumber  data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung, melalui media perantara. Data sekunder tersebut berupa neraca dan

laporan realisasi anggaran tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa

Keuangan serta publikasi PDRB Kab/Kota dan Provinsi tahun 2014 yang

diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).
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Data variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan informasi pengelolaan

anggaran daerah di internet oleh pemerintah daerah diperoleh dengan

mengamati langsung pada situs resmi pemerintah daerah. Alamat situs

resmi pemerintah daerah didapat dari www.kemendagri.go.id. Periode

pengamatan tingkat pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah di

website menggunakan data tahun anggaran 2014.

3.3 Definisi Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti.

Melalui analisis terhadap variabel dependen adalah mungkin untuk menemukan

jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian

ini adalah tingkat pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah di

website pemerintah daerah.

3.3.1.1 Tingkat Pengungkapan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah

Tingkat pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah adalah tingkat

pemberian informasi berupa 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah menurut

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi

Pengelolaan Anggaran Daerah.

Penilaian indeks pengungkapan akan dilakukan dengan scoring yang terdapat

pada tabel 3.1. Setelah score didapatkan, maka akan dibagi dengan nilai

maksimalnya yaitu 12. Selanjutnya scoring ini akan memiliki nilai minimal 0

dan nilai maksimal 1.
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Tabel 3.1
Indeks Pengungkapan

No Informasi yang Tercantum Scoring

1 Ringkasan RKA SKPD 1
2 Ringkasan RKA PPKD 1
3 Rancangan Perda APBD 1
4 Rancangan Perda Perubahan APBD 1
5 Perda APBD 1
6 Perda Perubahan APBD 1
7 Ringkasan DPA SKPD 1
8 Ringkasan DPA PPKD 1
9 LRA SKPD 1

10 LRA PPKD 1
11 LKPD yang Telah Diaudit 1
12 Opini BPK atas LKPD 1

Jumlah 12
Sumber:Dikembangkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri

No. 188.52/1797/SJ/2012

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar kecilnya pemerintah daerah.

Sesuai dengan pengukuran dalam penelitian Laswad, dkk (2005), ukuran

pemerintah daerah dalam penelitian ini dinilai dari total aset. Dengan demikian,

ukuran pemerintahan daerah menggambarkan besar kecilnya pemerintahan

daerah yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki.

3.3.2.2. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Kondisi keuangan pemerintah daerah memberikan sinyal mengenai kemampuan

manajemen pemerintah (Yu, 2010). Kondisi keuangan pemerintah daerah diukur

dengan rasio pendapatan asli daerah yaitu perbandingan antara jumlah pendapatan

asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio tersebut menunjukkan

kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Semakin

tinggi kontribusi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kemampuan
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pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kontribusi pendapatan

asli daerah maka semakin baik kondisi keuangan pemerintah dalam

penyelenggaraan otonomi daerah.

3.3.2.3. Tingkat Ketergantungan

Sebagian pendapatan pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat akan memonitor dan mengevaluasi atas penggunaan dana

tersebut untuk belanja daerah. Jika proporsi pendapatan pemerintah daerah yang

berasal dari pemerintah pusat tinggi maka pemerintah daerah akan memiliki

tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ukuran tingkat

ketergantungan merujuk pada penelitian Martani dan Liestiani (2012) yang

menggunakan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh

pemerintah pusat dibagi dengan total realisasi anggaran pendapatan.

3.3.2.4. Kemakmuran Daerah

Kemakmuran pemerintahan daerah menggambarkan tingkat perekonomian

masyarakat di daerah tersebut. Semakin tinggi  angka kemakmuran

pemerintahan daerah, maka secara ekonomi telah terjadi peningkatan

kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran pemerintahan daerah diukur dari

pendapatan per kapita (Laswad dkk, 2005). Pendapatan perkapita yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan produk domestik

regional bruto (PDRB) per kapita. Produk domestik regional bruto (PDRB)

merupakan jumlah nilai  tambah yang dihasilkan dibagi dengan jumlah

penduduk daerah tersebut.
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3.3.2.5. Tipe Pemerintahan Daerah

Tipe pemerintahan daerah didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah di   Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu

pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten.

Mengacu pada penelitian Yu (2010), variabel ini merupakan variabel dummy,

yaitu memberi nilai 1 untuk pemerintahan provinsi dan nilai 0 untuk

pemerintahan selain provinsi.

3.4 Alat Analisis

Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat

satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi

berganda memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara satu

variabel atau lebih. Model regresi dalam penelitian ini meregresikan semua

pemerintah daerah sampel untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran

pemerintah daerah, kondisi keuangan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan,

kemakmuran daerah, dan tipe pemerintahan terhadap tingkat pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi.

Dengan kerangka konseptual di atas maka diperoleh model regresi sebagai

berikut:

DISC = α +β1SIZE +β2FINANCE + β3DEPEND + β4WEALTH + β5TYPE + ε

Keterangan :

DISC         = Indeks scoring tingkat pengungkapan informasi pengelolaan

anggaran daerah di website pemerintah daerah.

α = Konstanta

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah
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FINANCE = Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

DEPEND  = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

WEALTH = Kemakmuran Daerah

TYPE = Tipe Pemerintah Daerah

3.5 Metode Analisis

Alat uji yang digunakan dalam pengujian penelitian ini adalah metode regresi

linear berganda. Pengujian analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh

antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Dalam melakukan analisis

regresi berganda diperlukan beberapa langkah dan alat analisis. Sebelum

melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik

deskriptif dan uji asumsi klasik. Untuk mempermudah dalam menganalisis

digunakan software Eviews 8.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-

variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui

gambaran data yang akan dianalisis. Ghozali dan Ratmono (2013) menyebutkan

bahwa alat analisis yang digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah

nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Statistik

deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data

sampel. Ukuran numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke dalam

bentuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada suatu

penjelasan dan penafsiran.
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas ini terdapat

dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu

dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali dan Ratmono, 2013). Alat uji yang

digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan pengujian statistik dengan

uji Jarque – Bera (JB). Dasar pengambilan keputusan pengujian statistik dengan

uji Jarque – Bera (JB) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan Jarque – Bera (JB) kurang dari 0,05, maka H0

ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.

2. Jika nilai signifikan Jarque – Bera (JB) lebih dari 0,05, maka H0 diterima.

Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali dan

Ratmono, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen. Multikolineritas dapat diuji dengan matriks korelasi.

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013), jika korelasi antarvariabel independen

tidak lebih dari 0,90 maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas

antarvariabel independen.

Selain menggunakan matriks korelasi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance
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inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk emnunjukkan

adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat

melalui hasil uji statistik. Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan Uji Glejser dan Uji White. Uji Glejser dilakukan dengan

cara meregresikan absolute residual sebagai variabel dependen dan variabel

independen diambil dari variabel independen awal. Apabila koefisien parameter

beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, maka dalam data

model regresi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak

signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada model tersebut

tidak dapat ditolak (Ghozali dan Ratmono, 2013).

Uji White dilakukan dengan cara meregresikan residual kuadrat dengan variabel

independen, variabel independen kuadrat dan perkalian antarvariabel independen

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis
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Ho: tidak ada heteroskedastisitas dan Ha: ada heteroskedastisitas. Kriteria ujinya

adalah jika Obs*R-square > x2 atau p-value < α, maka Ho yang menyatakan

adanya homoskedastisitas ditolak.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi

penelitian ini menggunakan metode Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Uji LM

dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) menggunakan

autoregresif model (Ghozali dan Ratmono. 2013). Hipotesis yang diajukan dalam

LM Test yaitu Ho: tidak ada autokorelasi dan Ha: ada autokorelasi. Jika nilai p

dari nilai Obs*R-squared signifikan secara statistik (kurang dari 0,05) maka Ho

(tidak ada autokorelasi) ditolak.

3.5.3 Uji Model

Uji kelayakan model merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi

yang diestimasi layak atau tidak. Uji kelayakan model dilakukan untuk mengukur

ketepatan fungsi regresi sampel dalam mekasir nilai aktual secara statistik

(Ghozali dan Ratmono, 2013). Layak di sini maksudnya adalah model yang

diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas

terhadap variabel terikat. Uji ini mengikuti distribusi F yang kriterianya seperti

One Way Anova. Apabila nilai prob. F hitung lebih kecil dari tingkat

kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa
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model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F hitung lebih

besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang

diestimasi tidak layak.

3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.5 Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen.

Dengan tingkat signifikansi 5 %, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi t < 0.05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh

yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel

dependen.

2. Apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka H0 diterima, artinya tidak

terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen

terhadap variabel dependen.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji dan menganalisis determinan tingkat pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran daerah di website pemerintah daerah. Faktor-

faktor yang menentukan pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah

dalam penelitian ini difokuskan pada ukuran pemerintah daerah, kondisi

keuangan, tingkat ketergantungan, kemakmuran daerah dan tipe pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan sampel 118 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota

di Indonesia yang menyajikan informasi pengelolaan anggaran daerah menurut

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012. Dari 118 pemerintah

daerah, hanya 24,58% yang mengungkapkan informasi pengelolaan anggaran

secara lengkap di websitenya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi

pengelolaan anggaran daerah di Indonesia masih rendah.

Dari lima variabel independen yang diuji dalam penelitian ini, terdapat dua

variabel yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan

informasi pengelolaan anggaran daerah di website. Variabel independen yang

berpengaruh signifikan yaitu ukuran pemerintah daerah dan tipe pemerintahan.

Variabel kondisi keuangan, tingkat ketergantungan dan kemakmuran daerah tidak
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mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi pengelolaan

anggaran di website pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah

daerah maka semakin banyak pengungkapan informasi pengelolaan anggaran

daerah di website pemerintah daerah. Pemerintah daerah berukuran besar dengan

total aset yang besar akan meningkatkan ketersediaan informasi mengenai

keuangan dan anggaran di websitenya. Semakin besar total aset yang dimiliki

pemerintah daerah maka semakin besar jumlah sumber daya yang dialokasikan

untuk pengembangan website dan melakukan pengungkapan informasi

pengelolaan anggaran yang lebih lengkap.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemerintah provinsi lebih banyak

mengungkapkan informasi pengelolaan anggaran daerah di website dibanding

pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi mempunyai tuntutan yang

lebih besar dibandingkan pemerintah kabupaten/kota karena struktur

pemerintahannya lebih kompleks. Selain itu, pemerintah provinsi menjadi acuan

bagi pemerintah kabupaten/kota di bawahnya sehingga tanggung jawab untuk

memenuhi akuntabilitas dan transparansi menjadi lebih besar.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Tingkat pengungkapan informasi pengelolaan anggaran daerah dalam penelitian

ini merupakan tingkat pemberian informasi berupa 12 dokumen pengelolaan

anggaran daerah menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri

No.188.52/1797/SJ/2012 yang kemudian dibuat indeks pengungkapan.

Keterbatasan penelitian ini adalah dalam penilaian indeks pengungkapan, semua
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item pengungkapan diberi nilai yang sama yaitu diberi skor 1 pada setiap item

yang diungkapkan dan skor 0 jika tidak diungkapkan tanpa membedakan

masing-masing item dokumen.

5.3 Saran

Penelitian lanjutan mengenai tingkat pengungkapan informasi pengelolaan

anggaran daerah di website pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembobotan

untuk penilaian indeks pengungkapan sehingga masing-masing item

pengungkapan dapat dibedakan apakah suatu item pengungkapan lebih penting

dibandingkan item lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan

variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan informasi

pengelolaan anggaran daerah di website pemerintah daerah seperti kompetisi

politik, tingkat pendidikan masyarakat, dan jumlah pengunjung website

pemerintah daerah.

5.4 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

penerapan transparansi informasi pengelolaan anggaran daerah di website

pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.

188.52/1797/SJ/2012 dan faktor-faktor yang menentukannya. Penelitian ini juga

diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi

pengelolaan anggaran daerah di websitenya secara lengkap dengan

memperhatikan determinan yang berpengaruh signifikan pada penelitian ini.

Pemerintah pusat dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang

mengungkapkan informasi pengelolaan anggaran secara lengkap dan memberikan
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sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi

pengelolaan anggaran daerah di website agar transparansi informasi pengelolaan

anggaran daerah di Indonesia lebih meningkat.
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